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ABSTRAK 
Musa>qah  adalah  sebuah  bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani 
penggarap dengan tujuan agar kebun  itu  dipelihara  dan  dirawat  sehingga  
memberikan  hasil  yang maksimal.  Kemudian  segala  sesuatu  yang  dihasilkan  
pihak  kedua berupa  buah  adalah  merupakan  hak  bersama  antara  pemilik  dan 
penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Seperti halnya yang 
terjadi di desa waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat bisa dikatakan sebagai 
kerjasama musa>qah. Dalam praktiknya, pemilik lahan bertemu dengan penggarap 
lahan untuk menawarkan lahannya supaya dikelola kemudian semua hasil dari apa 
yang dikelola itu dibagi sesuai dengan apa yang disepakati di awal ketika akad. 
Tetapi dalam praktiknya dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi yang terjadi di 
Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat terdapat perbedaan dalam 
pelaksanaan dengan akad musa>qah yang semestinya, di mana salah satu pihak 
yaitu pihak penggarap menambahkan tanaman-tanaman lain untuk medapatkan 
penghasilan lebih agar mencukupi kebutuhan hariannya. Padahal jika dilihat dari 
akadnya maka praktik musa>qah ini tidak sesuai dengan semestinya, yang 
seharusnya pihak penggarap itu hanya merawat tanaman yang sudah ada namun 
malah menambahkan tanaman lain. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapanga (field research) yang bersifat 
deskriptif analisis, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Waysuluh Kec. 
Suoh Kab. Lampung Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalama penelitian ini 
pemilik lahan dan penggarap lahan. Objek penelitiannya adalah akad musaqah 
dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. 
Lampung Barat. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Adapun kesimpulan penelitian tentang akad musaqah dalam pengelolaan 
lahah perkebunan kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat adalah 
sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam musa>qah dan tidak merugikan 
salah satu pihak serta kerjasama dengan sistem musa>qah ini membantu untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing pihak. 
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14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu. 
Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan 
terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do’a yang lebih romatis 
untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan 
doaku agar kalian selalu dalam lindunganNya. Dan semoga amal baik dari semua 
pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat 
balasan pahala dari-Nya, Amin. 
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari 
pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad SAW. Sebagai pegangan hidup bagi umat Islam di seluruh dunia, 
baik dalam hal-hal yang terikat dengan hablum min Allah (relasi dengan 
Allah) maupun yang berkaitan erat dengan hablim min an-Nas wal „alam 
(relasi dengan manusia dan alam). Islam itu sendiri merupakan suatu agama 
yang universal yang menganjurkan umat-Nya dengan keyakinan untuk terus 
berusaha dan tidak berpangku tangan demi mengharapkan rizki dan 
ridho-Nya. Manusia harus berikhtiyar mencari karunia Allah SWT di muka 
bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya. 
Selain itu manusia juga dikenal dengan makhluk sosial, karena 
manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik yang berhubungan dengan 
kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan umat. Dalam Islam, 
khususnya hukum Islam sering disebut dengan muamalah. 
Karena yang mengatur sosial dalam hukum Islam disebut muamalah, 
maka dalam kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi 
transaksi- transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Fiqih itu 
sendiri adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan 
  
dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil 
dari dalil-dalil terperinci.1 
Sebagai manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari, baik bekerja diperusahaan maupun membuka usaha 
sendiri. Dalam usaha ada beberapa masyarakat yang lebih suka berjalan 
sendiri, ada juga yang menawarkan seseorang untuk menjalankan usahanya, 
biasanya hal ini terjadi dalam usaha perkebunan atau pertanian. Namun 
masyarakat cenderung mengutamakan untung dibandingkan mengutamakan 
hukum dalam agama. Padahal agama sudah menfasilitasi suatu hukum dalam 
seluruh usaha yang dilakukan oleh manusia. 
Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh dalam 
menyelesaikan suatu masalah baik dalam urusan ibadah, akhlak, maupun 
permasalahan muamalah. Muamalah terkadang dikesampingkan oleh 
kebanyakan masyarakat, apalagi dalam masyarakat awam yang masih belum 
paham agama, sehingga masyarakat tidak begitu peduli suatu perbuatan boleh 
atau tidak dan akhirnya tetap dilakukan oleh masyarakat. 
Muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari 
syariat agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Mengetahui 
hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah 
kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan manusia yang 
buahnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Adapun bermuamalah 
                                                 
1
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15. 
  
adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri 
sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.2 
Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia sangatlah banyak 
sekali, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, 
perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Semua 
itu sebenarnya ada aturannya dalam Islam, akan tetapi banyak sekali 
masyarakat yang tidak mengetahuinya. 
Di antara muamalah yang berjalan di kalangan masyarakat dan diatur 
oleh al-Qur’an dan al-Hadits dan dikembangkan oleh para ahli fiqih adalah 
masalah kerjasama dalam usaha perkebunan atau pertanian atau istilah dalam 
bahasa Arabnya dapat berupa muza>ra’ah, mukha>barah dan musa>qah. 
Dalam Islam telah ditekannkan bahwa dalam bermasyarakat haruslah 
tolong menolong dan kerjasama. Dalil al-Qur’an yang menjadi landasan 
bekerjasama adalah Q.S al-Maidah ayat 2. 
اَع َ تَو ىَلَع اُونَوىَوْق َ تلاَو ِّبِلاصىل  ْناَودُعلاَو ِْثِْلإا ىَلَع اُونَواَع َ تَلاَوجللها اوُق َ تاَوىلص ُديِدَش للها َّنِإ
 ِباَقِعلا 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: ayat 2)3 
Bahkan kerjasama bagi hasil telah dikenal oleh umat Islam pada zaman 
Rasulallah, beliau pernah melakukannya yaitu dengan kerjasama bagi hasil 
dengan Khadijah r.a. Rasulallah melakukan perjalanan ke Syam dengan 
                                                 
2
 Ahmad Isa Asyur, Fiqhul Muyassar Fi Al-Muammalat, terj. Abdul Hamid Zahwan 
(Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21. 
3
 Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, Mushaf Al -Qur‟an Terjemah, Surat 
al-Maidah ayat: 2 (Jakarta: Al- Huda, 2005).  
  
membawa dagangan milik Khadijah r.a.4 Dengan demikian kerjasama bagi 
hasil itu sudah dikenalkan oleh Nabi. Tinggal bagaimana akad dan 
pelaksanaannya. 
Salah satu kerjasma dalam kegiatan sehari-hari adalah akad musa>qah. 
Musa>qah adalah kerjama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan 
tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang 
maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil 
itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan 
kesepakatan yang dibuat. 
Musa<>qah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun  
dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 
sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang 
dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan 
penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.5 
Kerjasama dalam bentuk musa>qah menurut kebanyakan ulama fiqih 
hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan Islam. 6  Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait 
dengan masalah yang diperbolehkan dalam musa>qah. Seperti Imam Abu 
Dawud hanya membolehkan kurma, sedangkan menurut Syafi’iah, yang boleh 
                                                 
4
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 139. 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),hlm. 282. 
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 Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 
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di-musaqa>hkan hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan Hanafiah semua 
pohon yang mempunyai akar kedasar bumi.7 
Asas hukum masa>qah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dari Ibnu Amr ra, bahwa Rasulallah bersabda: 
 ْرَاَو َر َ بْيَخ ِدوُه َ يْلا َلَِا َعَفَد ٍةَياَِور ِفَِو ٍْعرَز َْوا ٍرَثَ ْنِم اَه ْ نِم ُُجرَْيَ اَم ِرْطَشِب َر َ بْيَخ ىِطْعا اَهَض
 ِللها ِلْوُسَرِل َّنَاَو ْمِِلِاَوَْما ْنِم اَه اُْولَمْع َي ْنَا ىَلَع مّلسو هيلع للها لصاَُهرْطَش  
Saya memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari 
penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman), dalam 
riwayat lain bahwa Rasul memberikan tanah Khaibar itu kepada 
Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya penghasilan separohnya 
untuk Nabi.8 
Secara sederhana Musa>qah diartikan dengan kerjasama dalam 
perawatan tanaman dengan imbalan pembagian dari hasil yang diperoleh dari 
tanaman tersebut. Musa>qah adalah bentuk yang lebih sederhana  dari 
muza>ra’ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman 
dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu 
dari hasil panen. 
Akad musa>qah yang sering dilakukan sangatlah bergantung pada 
kondisi daerah di mana masyarakat hidup. Di Indonesia sendiri kebanyakan 
masyarakatnya menggantungkan dirinya kepada sektor pertanian dan 
perkebunan. Begitu juga yang terjadi di masyarakat Desa Waysuluh Kec. 
Suoh Kab. Lampung Barat. Kebanyakan Desa tersebut bergantung pada sektor 
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 Is mail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 167. 
8
 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terj. Wawan Djunaidi Soffandi 
(Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), X: 627. 
  
perkebunan, baik kebun yang digarap langsung oleh pemilik kebun, ataupun 
digarap oleh orang lain. 
Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat hanya 
berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, 
akad bagi hasilnya juga berdasarkan dengan adat setempat, akad yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak hanya secara lisan dan tanpa disaksikan oleh 
saksi-saksi, sehingga tidak melalui prosedur dan kekuatan hukum yang 
mendukung, sehingga tidak ada bukti bahwa telah terjadi kerja sama di antara 
kedua pihak.9 
Padahal jika memang prosesnya seperti demikian akan sangat besar 
terjadi beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati, 
sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. 
Kerjasama yang terjadi di Desa Waysuluh dalam prakteknya tidak 
sesuai dengan apa yang diakadkan, di mana pihak pengelola banyak 
menambahkan tanaman di lahan perkebunan kopi dengan tanaman-tanaman 
lain seperti: pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran yang juga dapat 
memberikan hasil. Hal ini disebabkan karena lamanya masa panen kopi yaitu 
dalam waktu 8 bulan sekali, karena dalam kurun waktu 8 bulan dirasa sangat 
panjang bagi pihak pengelola maka banyak pengelola yang berinisiatif untuk 
menambahkan tanaman-tanaman lain di area perkebunan kopi yang bisa 
memberikan hasil untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. 
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 Hasil wawancara denga bapak Narso pada hari sabtu 20 september 2018, selaku pelaku 
bagi hasil perkebunan kopi di desa waysuluh kec. Suoh kab. Lampung Barat. 
  
Hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian antara akad dan 
prakteknya dalam musa>qah. Padahal jika dilihat dari pengertian musa>qah 
tugas pengelola/penggarap hanyalah merawat tanaman yang sudah ada hingga 
memberikan hasil yang berupa buah dan tidak menambahkan tanaman lain, 
karena hal ini di luar dari akad musaqah 
Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas menjadikan alasan 
ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap akad dan pelaksaanaan yang berlaku di kalangan 
masyarakat Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat. Maka dari itu 
penulis memutuskan penelitian yang berjudul: “Musa>qah Dalam Pengelolaan 
Lahan Perkebunan Kopi” (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kec. Suoh 
Kab. Lampung Barat) 
B. Definisi Operasional 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, 
penulis merasa perlunya penegasan dari istilah-istilah dalam judul skripsi ini. 
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
1. Akad  
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2. Musa>qah  
Musa>qah secara bahasa adalah penyiraman atau pengairan. Sedangkan 
menurut syariat adalah pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk 
disirami dan dirawat, sedangkan hasilnya dibagi dengan kesepakatan 
bersama.11 Jadi yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama dalam bentuk 
pepohonan/tanaman yaitu pohon kopi. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis 
menemukan masalah pokok yang akan dibahas. Pokok masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Praktek Sistem Musa>qah yang dilakukan dalam Pengelolaan 
lahan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung 
Barat? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Musa>qah dalam 
Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung 
Barat? 
D. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mendeskripsikan praktek musa>qah yang terjadi dalam 
pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung 
Barat. 
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 Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam Wa adilatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. 
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b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik musa>qah 
yang terjadi dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. 
Suoh Kab. Lampung Barat. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang 
ada dan memberikan sumbangan dalam bidang ilmu hukum Islam serta 
pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya 
yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan 
hukumnya. 
b. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan bagi 
peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna dan 
dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama yang berkaitan 
dengan masalah musa>qah. 
E. Kajian Pustaka 
Bagi hasil (musa>qah) merupakan bentuk muamalah yang telah 
dipraktekan oleh umat Islam sejak zaman Rasulallah SAW. Dan banyak 
diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sejauh ini pembahasan mengenai bagi 
hasil banyak dilakukan oleh para pakar. Begitu juga bagi hasil perkebunan 
dengan akad musa>qah sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk 
mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap persoalan tersebut, maka 
penulis berusaha melakukan peninjauan terhadap literature- literatur yang 
relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat 
  
diketahui sejauh mana perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah 
tersebut, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, 
maka perlu diadakan kajian terhadap kaya-karya yang pernah ada. 
Pertama, skripsi dari Ely Herawati,“Tinjauan Hukum Islam Terdapat 
Sistem Musa>qah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung 
Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir”. UIN Raden Fatah 
Palembang 
Kedua, skripsi dari Dewi Ratih Aprilia. “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada 
Petani” (Studi kasus dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara). UIN 
Raden Intan Lampung. 
Ketiga, Firdaus.“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi 
Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kec. Pagar Alam Utara Kab. 
Pagar Alam”. IAIN Raden Fatah Palembang. 
Keempat, skripsi dari Iin Hamida,“Kesesuaian Konsep Islam Dalam 
Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro 
Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. UIN Syarif Hidayatullah. 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan 
antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka 
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Berdasarkan hasil penelitian-penelitaian skripsi di atas tampak belum 
ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis kaji, penelitian 
yang akan penulis kaji menitikberatkan kepada sistem pelaksanaan 
penggarapan lahan perkebunan kopi yang terjadi di Desa Waysuluh Kec. Suoh 
Kab. Lampung Barat. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab 
satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan saling melengkapi. Untuk 
mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab tersebut dapat 
dijelaskan di antaranya: 
Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar 
belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, telaah 
pustaka dan sistematika pembahasan skripsi.  
  
Bab kedua ini berisi tentang ketentuan umum mengenai kerjasama 
bidang pertanian dalam hukum Islam. Antara lain meliputi pengertian, dasar 
hukum, rukun dan syarat, dalam Muza>raah, Mukha>barah dan Musa>qah.  
Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Antara lain, Jenis 
Penelitian, Sifat Penelitian, Waktu Dan Tempat Penelitian, Teknik Sampling, 
Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data 
Bab keempat tentang kondisi geografis Desa Waysuluh Kec. Suoh 
Kab. Lampung Barat, bagaimana praktik akad musa>qah dalam pengelolaan 
kebun kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh Kab. Lampung Barat, analisi 
peraktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Waysuluh dalam 
pandangan hukum Islam. 
Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran-saran 
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BAB II 
KERJASAMA BIDANG PERTANIAN 
 
A. Muza>ra’ah 
1. Pengertian muza>ra’ah 
Al- muza>ra’ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata 
dasar az-zar’u. Kata az-zar’u sendiri memiliki dua makna, makna yang 
pertama ialah tharh az-zur’ah yang artinya melemparkan benih (dalam 
istilah lain dari az-zur’ah ialah al-budzr), yakni melemparkan benih ke 
tanah. Dan makna yang kedua dari az-zar’u ialah al-inba>t yang memiliki 
arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang 
sebenarnya (ma’na haqiqiy), dan makna yang kedua adalah makna 
konotasi (ma’na majaziy).  
تثرح لقيلو تعرز مكدحأ لوقي لا 
“janganlah seseorang dari kalian mengatakan zara’tu, melainkan 
katakanlah harats-tu”. 
Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, namum 
kata haratsa lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. Maksud 
dari hadits ini adalah jangan menggunakan kata zara’a jika yang 
dimaksudkan adalah makna denotasi yang artinya menumbuhkan, karena 
hanya Allah-lah yang dapat menumbuhkan.12 Oleh karena itu Allah SWT 
dalam Al-Qur’an surah Al-Waqi’ah ayat 63-64: 
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 َنُْو ٌثرَْتَ اَم مُت ْيََءر َ فَأ  َنوُِعرَّزلا ُنْحَنَْمأ ,ُوَنْوٌعَرْز َ ت ْمُت َْنأَء 
“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah 
yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya” 
Adapun secara terminologi para ulama mazhab berbeda pendapat 
dalam mendefinisikannya, Wahbah Zuhaily dalam kitabnya al-Fiqh al-
Isla>my wa Adillatuhu  menuliskan bahwa ulama  Ma>likiyyah 
mendefinisikannya dengan kerjasama dalam bercocok tanam. 
Ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan pemindahan pengelolaan 
tanah kepada orang yang akan menanaminya atau mengerjakannya, 
adapun hasilnya akan dibagi kedua pihak. Muza>ra’ah disebut 
juga mukha>barah atau muha>qalah. Orang-orang Irak menyebutnya dengan 
istilah qarah. Ulama Sya>fi’iyyah membedakan makna muza>ra’ah dan 
mukha>barah. 
Mukha>barah  didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik 
lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan  
benih berasal dari pihak penggarap. Adapun muzara>’ah adalah 
mukha>barah itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.13  
Sedangkan Syekh Abdurrahman al-Jaziry dalam kitabnya al-Fiqh 
‘alal Madzhahib al-Arba’ah memaparkan perbedaan pengertian muza>ra’ah 
di kalangan para ulama mazhab adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Hanafiah muza>ra’ah ialah akad untuk bercocok tanam 
dengan sebagian yang keluar dari bumi.  
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b. Menurut Hanabilah muza>ra’ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya 
menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.  
c. Menurut as-Sya>fi’i berpendapat bahwa muza>ra’ah adalah seorang 
pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah 
tersebut.  
d. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri> bahwa muza>ra’ah adalah pekerja 
mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan 
modal dari pemilik tanah.14 
Dari beberapa definisi di atas kita bisa mengambil kesimpulan 
bahwa muza>ra’ah menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan 
sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muza>ra’ah 
adalah  akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan 
antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai 
kesepakatan kedua pihak. 
2. Dasar hukum muza>ra’ah 
a. Dalam Al-qur’an surat Az-zukhuf ayat: 32 disebutkan: 
 َتَْحَْر َنوُمِسْق َي ْمُىَأ
ج   َكَِّبر  اَي ْن ُّدلا ِةوَيَلحا ِفِ ْمُه َ تَشْيِعَّم مُه َ ن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ
ج   اَنْع َ فَرَو
اِِّيرْخُس اًضْع َب َذِخَّتَيِّل ِتاَجَرَد ٍضْع َب َقوَف ْمُهُضْع َب  ىلق َنوُعَمَْيَ َا ِّمِّ ٌر ْ يَخ َكَِّبر ُتَْحَْرَو 
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih 
baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-zukhuf ayat: 32)15 
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Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT. telah menentukan 
sarana kehidupan manusia di dunia dan Allah telah meningkatkan 
sebagian dari manusia dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain, 
dari sebagian yang lain agar manusia dapat tolong-menolong dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Penggunaan kata Rabbika yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad 
SAW. Kata ma’isyatahum/penghidupan mereka, terampil dari kata aisy 
yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. 
Ba’dhuhum ba’dhan/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup 
semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, 
dan si miskin membutuhkan uang si kaya.16 
b. Dalam hadist 
,ٍروُصْنَم ُنْب ُقَحْسإ اَن َث َّدَح  ُنْبا نَع ,ٍعِفَان ْنَع ِوّللا ِدْي َ بُع ْنَع ,ٍدْيِعَس ُنْب َيََْيَ َاَنر َ بْخأ
مَّلَسو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ :َرَمُع  َلْىَأ َلَماَع  َشَِبر َ بْيَخ ُُجرَْيَ اَم ِرْط  ٍرَثَ ْنِم اَه ْ نِم
 ٍْعرَزَْوأ 
Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kamii, Yahya bin Sa’id 
mengabarkan kepada kami Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar: 
Bahwa Nabi SAW pernah memperkerrjakan penduduk Khaibar 
untuk mengelola tanah Khaibar dengan upah separo dari hasil buah-
buahan dan tanamannya.17 
Hadits tersebut menunjukan bahwa diperbolehkannya muza>ra’ah dan 
mukha>barah dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman. 
Dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan dan 
penggarap. Pemilik tanah tidak mampu untuk menggarap tanahnya, 
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sedangkan penggarap tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam. Oleh 
sebab itu wajar apabila pemilik lahan bekerjasama dengan penggarap, 
dengan ketentuan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 
bersama. 
3. Syarat dan Rukun muza>ra’ah 
a. Syarat muza>ra’ah 
1) Syarat yang bertalian dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal, 
2) Syarat bertalian dengan tanaman, yaitu disertakan adanya penentuan 
macam apa saja yang akan ditanam, 
3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu: 
bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (presentasenya 
ketika akad), 
4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami, yaitu, tanah 
tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas- 
batasnya, 
5) Hal yang berkaitan dengan waktu, 
6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muza>ra’ah, alat tersebut 
disyaratkan berupa hewan atau yang lainya dibebankan kepada 
pemilik tanah 
b. Rukun muza>ra’ah 
1) Pemilik tanah 
2) Petani penggarap 
3) Objek (tanah) 




4. Hukum muza>ra’ah yang sah dan hukum muza>ra’ah yang tidak sah 
Hukum muza>ra’ah yang sah menurut ulama Hanafiyyah memiliki 
konsekuensi hukum sebagi berikut:18 
a. Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, 
seperti biaya penaburan benih dan penjagaan adalah menjadi beban 
pihak penggarap karena akad secara otomatis mencakup ketentuan 
tersebut. 
b. Setiap hal yang menadi kebutuhan tanaman, seperti pupuk, 
membersihkan rerumputan liar dan pemanenan adalah menjadi 
tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar bagian yang 
akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil tanaman tersebut. 
Ulama Malikiyyah mengatakan, setelah melakukan pengolahan dan 
pembajakan lahan dan penanaman, maka hal-hal yang dibutuhkan 
tanaman berupa merawat, mengairi, membersihkan, memanen, 
mengangkut hasil panen, semua itu juga menjadi tanggung jawab 
pihak penggarap, lalu kedua pihak melakukan pembagian dengan 
ditakar. 
c. Hasil tanaman yang didapatkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai 
dengan kadar yang telah ditentukan dan disepakati. Jika ternyata lahan 
tersebut tidak menghasilkan apa-apa (gagal tanam), maka kedua belah 
pihak tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak yang terbebani 
memberi ganti rugi kepada pihak lain. 
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Hukum muza>ra’ah menurut ulama Sya>fi>’iyyah ialah tidak boleh. 
Oleh karena itu, jika terjadi muza>ra’ah atas suatu lahan tersendiri maka 
hasil tanamannya adalah untuk pemilik lahan, karena hasil itu adalah 
perkembangan dan pertambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. 
Namun ia berkewajiban memberi pihak penggarap upah untuk pekerjaan 
yang telah dilakukannya. Ada dua cara yang dapat ditempuh supaya hasil 
tanaman yang ada dapat dibagi kedua belah pihak tanpa ada yang harus 
membayar kepada pihak lain, yaitu: 
a. Pihak pemilik lahan mempekerjakan penggarap lahan dengan upah 
berupa sebagian dari keseluruhan benih. 
b. Pihak pemilik lahan mempekerjakan penggarap lahan dengan upah  
berupa setengah dari apa yang telah ia tanam dengan ketentuan suatu 
jenis tanaman tertentu. 
Hukum muza>ra’ah yang rusak dan tidak sah menurut ulama 
Hanafiyyah di antaranya: 
a. Akad yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan 
syarat.  
b. Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak yang mengeluarkan 
modal benih, baik ia adalah pemilik lahan atau penggarap. Sebab hasil 
tanaman itu menjadi haknya dikarenakan hasil tanaman itu adalah hasil 
pertumbuhan dan perkembangan benih miliknya. 
c. Jika benih yang ditanam itu milik pihak pemilik lahan maka pihak 
penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah 




ia berkewajiban menbayar sewa kepada pemilik lahan. 
5. Berakhirnya akad muza>ra’ah dan hal-hal yang membatalkan akad 
muza>ra’ah 
Muza>ra’ah adakalanya berakhir secara normal yaitu setelah tercapai 
dan terealisasinya maksud dan tujuan dari muza>ra’ah yang dilakukan. Dan 
ada kalanya berakhir secara tidak normal yaitu dengan mengakhiri dan 
membatalkan sebelum maksud dan tujuan dari akad muza>ra’ah yang 
dilakukan itu terealisasi. 
6. Hikmah muza>ra’ah 
Hikmah muza>ra’ah antara lain: terwujudnya kerjasama yang saling 
menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. 
Meningkatkan kesejatraan masyarakat tertanggulanginya kemiskinan dan 
terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki 
kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan. 
B. Mukha>barah 
1. Pengertian mukha>barah 
Secara bahasa, mukha>barah memiliki pengertian tanah gembur atau 
lunak. Kata mukha>barah  ini merupakan masdar dari fi’il madhi dari 
(kha>bara) dan fi’il mudhari’ dari (yukha>biru).19  
Menurut istilah, mukha>barah memiliki arti mengerjakan tanah milik 
orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian 
hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). 
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Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang 
mengerjakan (pengelola).20 
Menurut Ulama Syafi’iyah, adalah: 
 َُةر َباَخُمْلَا  ُُخرَْيَاَم ِضْع َ بِب ِضْرَلاْا ُلَمَع َيِى َبْلاَو اَه ْ نِم ْذ ِلِماَعْلا َنِم ُر  
 
“Mukha>barah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang 
dihasilkannya dan benihnya beerasal dari pengelola”.21 
Sedangkan menurut Ibra>hi>m al-Bajuri mukha>barah adalah: 
اَه ْ نِم ُُجرَْيَ اَم ِضْع َ بِب ِكِلاَمْلا ِضْرَلأا ِفِ ِلِماَعْلا ُلَمَع  ِلِماَعْلا َنِم ُرْذَبْلاَو  
“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja 
dan modal dari pengelola”.22 
Mengenai hubungan antara mukha>barah dan muza>ra’ah, Imam 
Bukhari merupakan salah seorang ulama yang berpandangan bahwa 
keduanya (muza<raah dan mukha>barah) adalah satu makna, hal ini 
berdasarkan hadits berikut: 
 ْلا َتَْكر َ تْوَل َخُما ُوْنَع ىَه َن َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص َّبَِّنلا ْنَأ َنْوُمُعْز َي ْمُهَّ نِإَف ََةر َب  
“seandainya engkau mau meninggalkan mukha>barah karena 
sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW. Melarangnya”.23 
Penggalan hadits di atas dalam pengertian ini tidak dimaksudkan 
untuk pelarangan dilakukannya mukha>barah. Melainkan untuk 
menjelaskan bahwasanya pembahasan mengenai mukha>barah ini erat 
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kaitannya dengan muza>ra’ah. Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan 
mengenai ketentuan yang berlaku di dalam mukha>barah, maka hal tersebut 
akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan muza>ra’ah. Sebab, 
keduanya merupakan satu makna, di mana mukha>barah itu sendiri muncul 
karena adanya muza>ra’ah. 
Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa mukha>barah sering 
dikaitkan dengan muza>ra’ah adalah karena dalam praktiknya, mukha>barah 
dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam 
pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan, dan satunya lagi 
berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat di pengadaan 
benih yang hendak ditanam. 
Spesifikasi untuk membedakan mukha>barah dengan akad kerja 
sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan 
kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam 
muza>ra’ah pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam 
mukha>barah, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak 
pengelola. 
2. Dasar hukum mukha>barah 
Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar 
hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu: 
 َلاَق ُرِباَُيَ َناَك ُوََّنأ ٍسُواَط ْنَع ٍسُواَط ُنْباَو ٍورْمَع ْنَع ُناَيْفُس اَن َث َّدَح َرَمُع بَِأ ُنْبا اَن َث َّدَح
 َّبَِّنلا َّنَأ َنوُمُعْز َي ْمُهَّ نِإَف ََةر َباَخُمْلا ِهِذَى َتَْكر َ ت ْوَل ِنَْحَّْرلا ِدْبَع َاَبأ َاي ُوَل ُتْلُق َ ف ٌورْمَع َّلَص  ُوَّللا ى




 َل ٌر ْ يَخ ُهاَخَأ ْمُُكدَحَأ ُحَْنيَ َلاَق َا َّنَِّإ اَه ْ نَع َوْن َي َْلَ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص َّبَِّنلا َذُخْأَي ْنَأ ْنِم ُو
)ملسم هاور(اًمُولْعَم اًجْرَخ اَه ْ يَلَع 
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan 
kepada kami Sufya>n dari 'Amru dan Ibnu Tha>wus dari Tha>wus 
bahwa dia adalah seorang petani yang mengusahakan tanahnya dan 
memungut sebagian dari hasil tanaman yang ditanamnya, Amru 
berkata; Lalu saya bertanya kepadanya; "Wahai Abu Abdurrahman, 
sekiranya kamu menghentikan usahamu melakukan mukhabarah, 
karena sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah melarang melakukan mukhabarah." Tha>wus 
menjawab; "Hai Amru, telah mengabarkan kepadaku orang yang 
lebih mengetahui daripada mereka tentang perihal itu -yaitu Ibnu 
Abbas - bahwa Nabi shallallahu 'alaihiwasallam tidak melarang hal 
itu, hanya aja beliau bersabda: "Salah seorang dari kalian 
memberikan sebagian tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik 
daripada memungut imbalan tertentu. (Riwayat Muslim)24 
Hadist di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukha>barah 
yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka 
lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak 
melarang dilakukannya mukha>barah, karena sebagaimana yang kita 
ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada 
dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukha>barah 
sendiri adalah boleh (mubah), dengan cacatan apa yang dilakukan tersebut 
dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan 
keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud 
menipu atau merugikan. 
Hadits lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk 
diperbolehkannya melakukan mukha>barah adalah sebagai berikut: 
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 ْنَأ ِسََنأ ْنَع قَف َنْوُحِّقَُل ي ٍمْوَقِبَّرَم َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوّللا ىَّلَص َّبَِّنلا َا َْلَْوَل َل ََجرَخَف َلاَق َحُلَصْلا ُْولَعْف َ ت
قَف ْمِِبِ َّرَمَف اًصْيِش َا اَذََكو اَذَك ُتْل ُق اُْولاَق ْمُكِلْخَنِل اَم َل هاور(  ْمُكاَي ْنُِدرْمَأِب ُمَلْعَأ مُت َْنأ َلاَق
)ملسم 
Dari Anas r.a berkata: “Suatu ketika Rasulullah saw. Lewat pada 
semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma. Rasulullah 
saw. bersabda: Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi 
kurma yang bagus.” Anas berkata: “Setelah mereka mengikuti 
perintah Rasulullah saw. untuk tidak melakukan penyerbukan, 
ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng.” Kemudian Rasulullah 
saw. lewat dan menanyakan: “Ada apa dengan kurma kamu?” 
Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah 
engkau.” Rasulullah saw. bersabda: “Kalian lebih mengetahui 
terhadap urusan dunia kalian.25 (HR. Muslim)”. 
Hadits di atas menceritakan mengenai orang-orang yang 
menjalankan profesinya sebagai petani kurma. Dalam hal tersebut, di 
mana para petani itu mendengarkan saran Rasulullah agar tidak 
menyerbukkan benih kurmanya, namun ternyata apa yang mereka lakukan 
malah mendapatkan hasil panen yang buruk. Dalam hal ini Rasulullah 
menjelaskan bahwa masalah mengenai penyerbukan benih kurma 
merupakan masalah dunia mereka yang bersangkutan, dan orang-orang itu 
tentu saja lebih memahaminya. 
Dari kisah singkat tersebut, kita mendapatkan apa yang menjadi latar 
belakang (asbab al-wurud) lahirnya hadits di atas. Hadits di atas 
membahas urusan duniawi, tepatnya adalah mengenai ilmu pertanian dan 
perkebunan. Dari kisah tersebut kita juga dapat melihat bahwa apa yang 
dianjurkan Rasulullah ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana 
apa yang disarankan Rasulullah ternyata malah berdampak tidak baik pada 
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hasil perkebunan kurma tersebut, tidak seperti hasil yang biasa didapat 
oleh mereka dengan menggunakan cara yang biasa. Artinya, pendapat 
Rasulullah dalam masalah ini bisa saja benar atau salah, sehingga tidak 
ada tuntutan terhadap umatnya untuk mengharuskan mengikuti anjuran 
tersebut. 
Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits di atas dapat dijadikan 
acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di 
atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi 
dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan. 
3. Syarat mukha>barah 
Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus 
ditentukan dan disempurnakan, yaitu: 
a. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut 
harus sempurna wujudnya dalam setiap akad. 
b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam 
setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada 
sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (idhafi) 
yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat 
adanya saksi dalam pernikahan. 
Adapun syarat-syarat mukha>barah menurut jumhur ulama, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi 





b. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar 
tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai 
kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti 
c. Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya 
ditentukan saat akad 
d. Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan  
adanya akad.26 
4. Rukun mukha>barah  
Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan 
pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah: 
a. Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang 
terdiri atas dua orang atau lebih. 
b. Ma’qud ‘alaih, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan. 
c. Maud}hu’ al-‘aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad. 
d. S}i>ga>t al-‘aqd yang terdiri dari i>ja>b dan qabu>l.27 
Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, muza>ra’ah diharuskan 
menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu 
mukha>barah, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari 
pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk 
muza>ra’ah ini harus menggunakan S}i>ga>t.28 
Berikut adalah rukun mukha>barah yang dikemukakan oleh jumhur 
ulama, yaitu:  
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a. pemilik lahan 
b. petani penggarap (pengelola) 
c. objek muza>ra’ah /mukha>barah  
d. i>ja>b (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).29 
Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat 
disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari mukha>barah antara lain 
adalah: 
a. pemilik lahan 
b. petani penggarap/pengelola 
c. objek mukha>barah (lahan/tanah yang hendak dikelola) 
d. adanya manfaat/hasil kerja pengelola 
e. S}i>ga>t. 
5. Berakhirnya akad mukha>barah dan hal-hal yang membatalkan akad 
mukha>barah adalah: 
a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian 
b. Salah satu pihak meninggal dunia 
c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang 
menyebabkan batalnya akad, yaitu : 
1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang 
2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena 
pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.  
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3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik 
tanah maupun dari pihak petani penggarap.30 
6. Hikmah melakukan mukha>barah 
Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, 
namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; 
memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari 
lahan sehingga tanah  tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, 
banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk 
mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya 
lahan. 
a. Muzar>a’ah dan mukha>barah ini ditujukan untuk menghindari adanya 
kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak 
adanya pihak yang mengelola. 
b. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, 
terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki 
perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang 
perkebunan 
c. Selain untuk sarana tolong menolong, mukha>barah juga akan 
memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui 
pembagian hasil panennya. 
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C. Musa>qah  
1. Pengertian musa>qah 
Secara  sederhana musa>qah diartikan  dengan  kerjasama  dalam 
perawatan  tanaman  dengan  imbalan  bagian  dari  hasil  yang  diperoleh 
dari  tanaman  tersebut.31Menurut  Amir  Syarifuddin,  yang  dimaksud 
dengan  tanaman  dalam  muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman 
keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan di sini 
mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musa>qah) menyirami, merawat 
dan usaha lain yang berkenaan dengan  buahnya. 
Musa>qah diambil dari kata as-saqa, yaitu seseorang bekerja pada 
pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya 
supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari 
hasil yang diurus sebagai imbalan.32 
Musa>qah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muza>ra’ah di 
mana si  penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 
pemeliharaan.  Sebagai  imbalan,  si  penggarap  berhak  atas  nisbah 
tertentu dari hasil panen.33 
Secara  etimologi,  musa>qah berarti  transaksi dalam pengairan, yang  
oleh  penduduk  Madinah  disebut  dengan  al-Mu’amalah. Secara 
terminologis  fiqh,  musa>qah didefinisikan  oleh  para  ulama  fiqh dengan 
penyerahan sebidang kebun pada  petani  untuk  digarap  dan dirawat  
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dengan  ketentuan  bahwa  petani  mendapatkan  bagian  dari hasil kebun 
itu. 
Musa>qah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan 
oleh Abdurrahman al-Jaziri, musa>qah adalah akad  untuk  pemeliharaan  
pohon  kurma, tanaman  (pertanian),  dan hal lainnya, dengan syarat-syarat 
tertentu.34 
Menurut Malikiyyah, musa>qah  ialah sesuatu yang tumbuh di tanah, 
sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Pohon-pohon  tersebut  berakar  kuat  (tetap)  dan  berbuah.  Buah  itu 
dipetik  serta  pohon  tersebut  tetap  ada  dengan  waktu  yang  lama, 
misalnya pohon anggur dan zaitun. 
b. Pohon-pohon  tersebut  berakar  tetap,  tetapi  tidak  berbuah,  seperti 
pohon kayu keras, karet dan jati. 
c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat 
dipetik seperti padi. 
d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat  
dipetik,  tetapi  memiliki  kembang  yang  bermanfaat,  seperti bunga 
mawar. 
e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti 
tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya. 
Menurut Sya>fi’iyah mendefinisikan musa>qah mempekerjakan petani 
penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara 
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mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama 
antara pemilik dan petani yang menggarap.35 
Menurut  ulama Hanabilah, musa>qah mencakup dua masalah berikut 
ini: 
a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah  ditanami, seperti pohon 
anggur,  kurma  dan  yang  lainnya.  Baginya,  ada  buah  yang  dapat 
dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti 
sepertiga atau setengahnya. 
b. Seseorang  menyerahkan  tanah  dan  pohon,  pohon  tersebut  belum 
ditanamkan,  maksudnya  supaya  pohon  tersebut  ditanam  pada 
tanahnya.36 
Dengan  demikian,  akad  musa>qah  adalah  sebuah  bentuk 
kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar 
kebun  itu  dipelihara  dan  dirawat  sehingga  memberikan  hasil  yang 
maksimal.  Kemudian  segala  sesuatu  yang  dihasilkan  pihak  kedua 
berupa  buah  adalah  merupakan  hak  bersama  antara  pemilik  dan 
penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.37 
2. Dasar hukum musa>qah 
a. Al-Qur’an 
Musa>qah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah 
pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu 
bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang membahas 
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mengenai hal ini adalah: terdapat dalam firman Allah QS. Al-Maidah (5) 
ayat 2 yang berbunyi: 
اَع َ تَوىَوْق َ تلاَو ِّبِلا ىَلَع اُونَوىلص  ْناَودُعلاَو ِْثِْلإا ىَلَع اُونَواَع َ تَلاَوجللها اوُق َ تاَوىلص ُديِدَش للها َّنِإ
 ِباَقِعلا 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: ayat 2)38 
Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar 
saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong 
menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang 
yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan 
pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang 
memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. 
Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola 
kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi 
terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki 
kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah 
mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan 
pertanian tersebut.39 
b. Hadist 
Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr ra, 
bahwa Rasulallah bersabda: 
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 َو َر َ بْيَخ ِدوُه َ يْلا َلَِا َعَفَد ٍةَياَِور ِفَِو ٍْعرَز َْوا ٍرَثَ ْنِم اَه ْ نِم ُُجرَْيَ اَم ِرْطَشِب َر َ بْيَخ ىِطْعَا اَهَضْرَا
 ُْولَمْع َي ْنَا ىَلَع ِللها ِلْوُسَرِل َّنَاَو ْمِِلِاَوَْما ْنِم اَى لصللها مّلسو ويلع  َرْطَشاَى  
Saya memberikan tanah Khai>bar dengan bagian separuh dari 
penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman), dalam 
riwayat lain bahwa Rasul memberikan tanah Khai>bar itu kepada 
Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya penghasilan 
separohnya untuk Nabi.40 
Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah 
melakukan praktik musa>qah selama masa hidup beliau dengan penduduk 
Khaibar. Beliau mempekerjakan mereka untuk mengurusi lahan  pertanian 
dengan imbalan separuh dari hasil panen. 
c. Ijma>’ 
Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a 
bahwa Rasullullah SAW. Telah menjadikan penduduk khaibar sebagai 
penggarap dan pemeliharaan atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh 
Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini 
dengan rasio ½, ⅓, ¼ semua telah dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyidin 
pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, 
tetapi tidak ada satu orang pun yang menyanggah.41 
3. Syarat Musa>qah 
a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musa>qah harus orang 
yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (baligh) dan berakal 
b. Objek musa>qah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai 
buah. Dalam menentukan objek musa>qah ini terdapat pebedaan 
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pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi 
objek musa>qah  adalah pepohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, 
dan terong. Akan tetapi ulama Malikiyyah menyatakan bahwa yang 
menjadi objek musa>qah adalah tanaman keras dan palawija seperti 
kurma, terong, apel  dan anggur dengan syarat bahwa: 
1) Akad musa>qah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen 
2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas 
3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh 
4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara 
tanaman itu. 
Menurut ulama Hanabilah yang boleh dijadikan objek musa>qah 
adalah tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Adapun ulama 
Sya>fi’iyyah yang boleh dijadikan objek akad musaqoh adalah kurma 
dan anggur saja. 
c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap setelah akad 
berlangsung untuk digarap tanpa campur tangan pemilik tanah 
d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka 
bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, 
tiga dan sebagainya 
e. Lamanya perjanjian harus jelas, agar terhindar dari ketidak pastian.42 
4. Rukun Musa>qah 
Ulama Hanafiyah berpendirian yang menjadi rukun dalam akad 
musa>qah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan kabul dari petani 
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atau penggarap. Adapun jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama 
Malikiyah, Sya>fi’iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun musa>qoh 
ada lima, yaitu: 
a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi 
b. Tanah yang dijadikan objek musa>qah 
c. Jenis usaha yang akan dilakukan 
d. Ketentuan mengenai pembagian hasil musa>qah 
e. S}i>ga>t (ungkapan) i>ja>b dan kabu>l.43 
5. Musa>qoh yang dibolehkan 
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan 
dalam musa>qah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di 
musa>qahkan hanya kurma. Menurut Sya>fi’iyah yang boleh di musa>qahkan 
hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua 
pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di musa>qahkan, seperti 
tebu. Apabila waktu lamanya musa>qah tidak ditentukan ketika akad, maka 
waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama 
setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit 
demi sedikit seperti terong. 
Menurut Imam Malik musa>qah dibolehkan untuk semua pohon yang 
memiliki akar kuat seperti delima, tin, zaitun, dan pohon yang serupa 
dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak 
kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki 
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kemampuan untuk menggarapnya. Menurut madzhab Hanbali musa>qah 
dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.44 
6. Hukum musa>qah yang sah dan hukum musa>qah yang tidak sah 
a. Hukum musa>qah yang sah 
Akad musa>qah yang sah memiliki sejumlah konsekuensi hukum 
menurut fuqaha. Menurut ulama Hanafiyyah konsekuensinya di 
antaranya: 
1) Semua yang masuk ke dalam cakupan pekerjaan musa>qah yang 
dibutuhkan oleh pohon atau kebun yang menjadi sarana musa>qah, 
seperti menyirami, merawat, menjaga dan menyerbukan maka semua 
itu adalah menjadi tanggung jawab pihak penggarap, karena semua 
itu adalah konsekuensi akad musa>qah. Sedangkan yang dibutuhkan 
oleh pohon seperti pupuk, pencangkulan dan pemanenan adalah 
menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar 
bagian yang akan diperoleh. 
2) Buah yang dihasilkan adalah dibagi di antara kedua belah pihak 
sesuai dengan kadar masing-masing yang telah disepakati. 
3) Jika ternyata pohon yang ditanam tidak berbuah, maka kedua belah 
pihak sama-sama tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak 
yang harus mengganti rugi. 
4) Akad musa>qah berlaku bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu 
salah satu pihak tidak boleh bersikap enggan untuk merealisasikan 
akad yang telah dibuat, bersikap enggan melakukan tugas dan 
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kewajibannya dan tidak bisa membatalkan akad secara sepihak 
tanpa persetujuan dan kerelaan pihak yang lain, kecuali ada udzur  
atau alasan yang bisa diterima. 
5) Pemilik kebun berhak memaksa pihak penggarap untuk melakukan 
pekerjaannya, kecuali karena ada udzur atau alasan yang bisa 
diterima. 
6) Boleh dilakukan penambahan atau pengurangan kadar bagian yang 
sebelumnya telah disepakati, sesuai dengan prinsip yang berlaku 
dalam akad muza>ra’ah. 
7) Pihak penggarap tidak boleh melemparkan akad musa>qah yang telah 
ia buat kepada orang lain, kecuali jika pemilik kebun memasrahkan 
pengerjaan kebunnya kepada penggarap.45 
b. Hukum musa>qah yang rusak atau tidak sah 
Akad musa>qah menjadi rusak atau tidak sah apabila ada salah satu 
syarat yang ditetapkan secara syara’ tidak terpenuhi. Menurut ulama 
Hanafiyyah bentuk akad musa>qah yang rusak atau tidak sah yang 
terpenting adalah sebagi berikut: 
1) Adanya ketentuan bahwa buah yang dihasilkan keseluruhannya 
adalah untuk salah satu pihak, karena hal ini berarti tidak 
terpenuhinya unsur hak milik bersama di dalamnya. 
2) Ada ketentuan pihak pemilik kebun ikut bekerja, karena dalam 
musa>qah harus ada pemasrahan penuh pekerjaan kepada penggarap. 
3) Ada ketentuan bahwa pemetikan atau pemanenan buah menjadi 
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tugas penggarap, karena bagian ini tidak termasuk dalam bagian 
kerja akad musa>qah. 
4) Adanya ketentuan bahwa membawa, menjaga dan merawat buah 
setelah dipetik menjadi tanggung jawab penggarap. Karena itu bukan 
termasuk bagian dalam musa>qah. 
5) Ada ketentuan pihak penggarap harus melakukan hal-hal yang 
kemanfaatannya masih berlangsung setelah selesainya masa akad 
musa>qah.46 
7. Tugas Penggarap 
Kewajiban musa>qah menurut Imam Nawawi adalah  mengerjakan 
apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam dalam rangka pemeliharaan 
dalam proses untuk mendapatkan buah. Ditambah pula untuk setiap pohon 
yang berbuah musiman diharuskan merawatnya dengan lebih, seperti 
menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, 
memisahkan pohon yang merambat, memelihara buah dan perintisan 
batangnya.47 
8. Berakhirnya musa>qah.48 
a. Jangka waktu yang telah disepakati telah habis 
Ini terjadi ketika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir 
pula akadnya. Jika jangka waktu sudah habis dan tanaman sudah 
mencapai usia panen maka hasilnyapun dibagi sesuai kesepakatan dan 
akadpun berakhir secara normal. Tetapi jika jangka waktu yang 
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ditetapkan sudah habis namun tanaman yang ditanam belum 
mencapai usia panen maka akad tetap berlanjut dan pihak penggarap 
tetap melanjutkan pekerjaan sampai tanaman siap panen. 
b. Meninggalnya salah satu pihak 
Menurut mazhab Hanafiyah, seorang yang berakad meninggal 
dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah nampak buah-buahnya 
walaupun belum matang. Demi menjaga kemaslahatan, penggarap 
melakukan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau 
beberapa ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk 
dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika 
keberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam 
masa fasakhnya, akad dari matangnya buah, penggarap tidak berhak 
memperoleh upah. 
Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum 
berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. 
Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal  
itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga 
dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal, sebagai 
berikut: 
1) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan 
pejanjian yang telah disepakati 
2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang 
karena dialah yang berhak memotong atau memetik 




bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai 
harganya (uang). 
c. Adanya pembatalan akad karena suatu udzur 
Udzur di sini ialah jika penggarap sakit dan ia tidak mampu lagi 
unuk bekerja ataupun dari pihak pemilik kebun terlilit hutang yang 
mengharuskan untuk menjual atau menggadaikan kebunnya maka 
akadnya menjadi batal. 
9. Hikmah Musa>qah 
Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma 
dan pohon-pohon yang lain tetapi dia tidak mampu untuk menyirami 
(memelihara) pohon itu karena ada suatu halangan. Maka Allah SWT 
membolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang 
lain yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian 
dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah dalam musa>qah 
yaitu: 
a. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian 
masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhannya. 
b. Saling tukar manfaat di antara manusia. 
Di samping itu, ada manfaat lain bagi pemilik pohon yaitu karena 
pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau 
seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami tentu dapat mati 
dalam waktu singkat.49 
                                                                 




Untuk mempermudah pemahaman terhadap persamaan dan 
perbedaan antara muza>ra’ah, mukha>barah dan musa>qah dapat dilihat tabel 
berikut: 
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Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan metode 
penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, waktu 
dan tempat penelitian, teknik sampling, sumber data, metode pengumpulan data, 
dan metode analisis data. 
A. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research), di mana penyusun terjun langsung ke lapangan guna 
memperoleh data yang ada. Dan dillihat dari sudut pandang sifat yang 
dihimpunnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, artinya metode yang 
menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan 
berupa kata-kata yang ditulis dari orang-orang atau pelaku yang diamati.
50
 
Jadi, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian 
lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini 
penulis meneliti akad musa>qah dalam kerjasama pengolahan lahan 
perkebunan kopi menurut hukum Islam di Desa Waysuluh Kecamatan 
Suoh Kabupaten Lampung Barat. Kemudian dari data-data yang diperoleh 
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penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam 
yang bersumber pada as-Sunnah dan kitab- kitab fiqh lainya. 
B. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang 
bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari 
dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian 
dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.
51
 
Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci 
obyek yang diteliti, yaitu akad musa>qah dalam kerjasama pengolahan 
lahan perkebunan kopi menurut hukum Islam di Desa Waysuluh 
Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dianalisis dengan kerangka 
teoritik yang telah dirumuskan. 
C. Waktu Dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh 
Kabupaten Lampung Barat. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 
September – 1 Oktober 2019. 
D. Teknik Sampling 
Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan teknik 
purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti 
jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam 
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 Pertimbangan yang utama adalah petani 
pemilik dan petani pengelola yang dijadikan sumber primer tentu sudah 
pernah atau sedang melakukan praktik musa>qah. 
Informan dalam hal ini adalah orang yang dijadikan narasumber 
untuk memberikan informasi. Penulis memilih informan dari sebagian 
petani di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat 
yang sudah pernah atau sedang melakukan praktik musa>qah, sehingga 
hasil penelitian yang diambil dapat memperoleh hasil yang 
valid/maksimal.   
Berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga dan dana, maka penulis 
tentukan besar sampel. Menurut Gay, yang dikutip oleh Husein Umar 
dalam bukunya yang berjudul “ Metode Penelitian Untuk Skripsi dan 
Tesis” ukuran minimum sampel yang didapat berdasarkan pada desain 
penelitian deskriptif minimal 10% populasi.
53
 Berdasarkan pendapat 
tersebut, penulis dalam penelitian ini menentukan sampel 15% populasi 
dengan perhitungan 15%          ‖
  
   
       ‖ yang penulis 
bulatkan menjadi 10 responden. Dari 10 responden tersebut penulis 
menganggap sudah cukup mewakili semua populasi yang ada di Desa 
Waysuluh Kec. Suoh. 
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E. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat 
diperoleh.
54
 Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh 
dari dua sumber, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah narasumber yang dapat langsung 
memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam pengertian lain 
disebutkan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 
pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang 
dicari atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-
petuganya) dari sumber  pertamanya.
55
 Dalam hal ini data diperoleh 
dari pengelola lahan yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari Bapak 
Narso, Mukhtar, Ali, Suroto, dan Bapak Amin. Sedngkan pemilik 
lahan berjumlah 5 orang yang terdiri dari Bapak Udin, Pandoyo, 
Sutar, Suher dan Bapak Darus. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang 
diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 
subjek penelitiannya atau data yang sudah dalam bentuk jadi.
56
 Data 
sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat 
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secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini 
berupa laporan-laporan, buku- buku Fiqh Muamalah, Hukum 
Perjanjian Syari’ah, Kaidah-kaidah Fiqh, kitab-kitab fiqh, jurnal 
penelitian, artikel, yang berkaitan dengan masalah akad musaqah 
dalam pengolahan lahan pertanian/perkebunan. 
F. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 
untuk memperoleh data yang diperlukan.
57
 Seorang peneliti dituntut untuk 
mengetahui dan memahami teknik dan metodologi serta sistematika 
penelitian, hal tersebut menjadi tuntutan akademik jika penelitian tersebut 
hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Kualitas 
data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau teknik 
pengumpulannya.untuk memperoleh data yang valid, maka dalam 
penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya, menggunakan tiga  metode 
yaitu: 
1. Metode Interview (wawancara) 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan pada satu atau beberapa orang yang 
bersangkutan.
58 
Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara 
terstruktur di mana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah 
ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi 
pertanyaannya. 
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Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak 
pemilik lahan perkebunan sebanyak 5orang dan juga melakukan 
wawancara terhadap petani yang menggarap lahan sebanyak 5 orang. 
2. Metode Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 
yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan 
koesioner. Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan 
mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik 
berupa manusia, benda mati maupun alam.
59
Metode observasi yang 
digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu pengamatan 
yang telah dipersiapkan secara sistematis, telah diketahui kesatuannya, 
telah diketahui variabel teoritis dan indikator-indikatornya. 
3. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penellitian penelaahan dokementasi dilakukan khususnya untuk 
medapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi 
dilakukan terhadap catatan-catatan, foto-foto dan sejenisnya yang 
berkorelasi dengan permasalahan penelitian. Dokumen adalah setiap 
bahan tertulis ataupun film, dari record, yang tidak dipersiapkan karena 
adanya permintaan seorang penyidik.
60
 
Dalam definisi lain dokumen adalah mencari data mengenai hal-
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hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
61
 Dokumentasi 
juga bisa diartikan sebagai mengumpulkan data dengan melihat atau 
mencatat suatu laporan yang sudah terjadi. Metode ini dilakukan 
dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-
catatan serta peraturan yang ada. Dokumen dalam penelitian ini berupa 
arsip dan catatan atau sejenisnya terkait dengan proses penelitian. 
Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data 
adalah buku-buku Fiqh Muamalah, kitab-kitab fiqh, dan dokumen yang 
penyusun peroleh di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil 
penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan akad musa>qah dalam 
kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh. 
G. Metode Analisi Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat 
diinformasikan kepada orang lain.
62
 Metode analisis data merupakan 
langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil 
penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul. 
Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari 
hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam 
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menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman sebagaimana 
yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 
dalam analisis data yaitu data reduction, data display (penyajian data), dan 
penarikan kesimpulan (verivication).
63
 Dalam menganalisis data terdiri 
dari tiga tahap yaitu: 
1. Reduksi Data 
Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam 
bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-
hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 
atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” 
disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-
pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah 
untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih 
tajam tentang hasil pengamatan.
64
 
Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang 
diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi 
subyek yaitu pemilik lahan (orang yang mempunyai lahan) dan orang 
yang menggarap lahan (pengelola). 
Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah 
mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, 
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penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan 
meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan 
dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini penulis 
memfokuskan pada praktik akad musa>qah dalam kerjasama 
pengolahan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh. 
2. Data Display (penyajian data) 
Setelah data direduksi maka langsung selanjutnya adalah 
mendisplaykan data yang biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat 
dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif penyajian data 
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori dan sejenisnya. Akan tetapi yang sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat naratif. Oleh karena data yang diperoleh  berupa kata-kata, 
kalimat-kalimat, atau paragraph-paragraf, baik ucapan dari narasumber, 
observasi, maupun dokumentasi, maka agar dapat tersaji dengan baik 
dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah 
data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir. 
3. Verification (menarik kesimpulan) 
Dari data yang diperoleh, peneliti mencoba mengambil 
kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih bersifat sementara, dan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 




valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan 




Setelah data direduksi dan didisplaykan, maka selanjutnya 
penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna 
menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: 
a. Bagaimana Praktek Sistem Musa>qah yang dilakukan dalam 
Pengelolaan lahan Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh Kec. Suoh 
Kab. Lampung Barat? 
b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Musa>qah 
dalam Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Waysuluh Kec. Suoh 
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BAB IV 
PRAKTIK MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN KOPI 
DI DESA WAYSULUH 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Desa Waysuluh 
Desa Waysuluh merupakan salah satu Desa yang berada di 
Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Desa Waysulu mempunyai 
luas wilayah 24.300 Ha. Karakteristik wilayah Desa Waysulu tujuh puluh 
persen (70%) berbukit-bukit dan tiga puluh persen (30%) dataran.  
Berdasarkan letak geografisnya, maka daerah ini (lokasi penelitian) 
sebagian besar  wilayahnya  berada  di area  dataran  tinggi di samping  
sebagian  pula wilayahnya berada di dataran rendah. Berdasarkan letak 
wilayah Desa Waysuluh ini, menunjukkan Waysuluh merupakan salah 
satu Desa yang memiliki produksi pertanian yang cukup baik, terutama 
dari hasil tanaman  kopi. Ini disebabkan karena wilayah Desa ini 
umumnya daratan tinggi (bersuhu dingin).  
Wilayah Desa Waysuluh diapit beberapa Desa yang meliputi: 
a. Sebelah Utara : Desa Bandar Setia Kec. Bandar Negeri Suoh 
b. Sebelah Selatan : Desa Gunung Doh 
c. Sebelah Barat : Desa Banding Agung 
d. Sebelah Timur : Desa Waylinggo 
Jarak pusat pemerintahan Desa Waysuluh ke pusat pemerintahan 
Kecamatan Suoh kurang lebih 10 km. Dengan waktu tempuh 




Waysuluh mempunyai wilayah pemerintahan sebanyak 12 RT dan 4 RW, 
dengan jumlah penduduk 5.192 jiwa dengan perincian laki-laki 2.461 
jiwa dan perempuan 2.731 jiwa.  
Desa  Waysuluh  memiliki lima (5) dusun masing-masing dusun  
Pematang, dusun  Rawa Tekor, dusun Talang Topa,  dusun Blok 9 dan 
dusun Blok 10. Adapun  persebaran penduduk Desa Waysuluh  ke dalam 
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Dusun Blok 9 
 





























 Jumlah 2.461 2.731 5.192 
Sumber Data: Diolah dari Kantor Desa Waysuluh 
2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Waysuluh, dalam 
memenuhi kebutuhannya kebanyakan bermata pencaharian sebagai 
petani kopi. Profesi sebagai petani kopi tidak semua orang mempunyai 
lahan sendiri yang bisa dikelola, maka dari itu masyarakat Desa 
Waysuluh banyak yang melakukan praktik kerja sama bagi hasil. Pihak 
yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam 




yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai 
banyak lahan untuk mengelolanya. 
Perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di 
Desa ini dilakukan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk 
mufakat di antara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak 
menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat 
lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang 
pada umumnya terjadi di Desa Waysuluh 
Penduduk Desa Waysuluh mayoritas bekerja sebagai petani kopi, 
hal ini ditandai dengan banyaknya ladang di Desa Waysuluh yang 
mencapai 70% sisanya petani sawah, pedagang, karyawan perusahaan 
swasta, wiraswasta, PNS dan lain-lain. Dengan adanya ladang yang 
cukup luas, membuat masyarakat Desa Waysuluh lebih menonjol dalam 
bidang pertanian ladang. 
Adapun kondisi sosial budaya mayarakat Desa Waysuluh dapat 
dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, di mana masyarakat masih 
memegang teguh adat setempat dan mempunyai hubungan kekerabatan 
yang besar sehingga terciptanya kebersamaan antar warga dalam 
kehidupan sehari-hari, hal seperti ini nampak sekali ketika di antara 
anggota masyarakat ada yang mempunyai hajatan perkawinan, khitanan, 
kematian, renovasi atau membangun rumah dan lain-lain. 
3. Kondisi keagamaan 
Masyarakat Desa Waysuluh 100% beragama Islam, akan tetapi 




demikian untuk acara-acara keagamaan di beberapa dusun terjadwal 
dengan baik. Di samping adanya kegiatan keagamaan untuk 
memperingati hari-hari besar Islam, di Desa Waysuluh juga rutin 
mengadakan pengajian untuk ibu-ibu muslimat dan juga mengadakan 
tahlilan pada setiap malam jum’at secara bergiliran yang dilakukan oleh 
bapak-bapak. 
B. Analisis Praktik Sistem Musa>qah dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan 
Perkebunan Kopi 
1. Alasan Kerjasama Bagi Hasil Musa>qah. 
Praktik kerja sama yang terjadi di Desa Waysuluh masih banyak 
dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan 
masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme 
pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Perkembangan dari 
kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya dibuka lahan 
perkebunan yang sebelumnya merupakan tanah kosong. Hal ini 
menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama dalam pengelolaan perkebunan 
kopi masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi 




Manusia yang menempati suatu daerah tertentu yang nyata dan 
yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan 
kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat dan warga setempat. 
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Begitu pula sistem bagi hasil (musa>qah) yang dilakukan di masyarakat 
Desa Waysuluh yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat 
yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. Di mana adat istiadat itu 
dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi masyarakat 
meskipun bersifat tidak tertulis.  
Di Desa Waysuluh sendiri biasanya terjadi suatu bentuk 
kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap karena salah satu pihak  
menawarkan diri, baik dari sipenggarap yang menawarkan jasa dan 
tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan ataupun dari 
pihak pemilik kebun yang bersedia lahan atau kebunnya untuk digarap.  
Adapun motivasi yang mendorong para pihak ini untuk 
melakukan kegiatan kerjasama, dari sisi pihak pemilik lahan, di 
antaranya adalah:  
a. Tidak memiliki waktu karena mempunyai pekerjaan pokok lainnya 
b. Usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja 
c. Tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lokasi lahan perkebunan 
d. Lahan yang terlalu luas untuk dikelola sendiri. 
Sebagaimana keterangan dari Bapak Sutar selaku pemilik lahan 
ketika diwawancarai, beliau mengatakan: 
“Alasan saya menggarapkan kebun ini karena saya bekerja 
sebagai karyawan sehingga tidak ada waktu untuk mengelolanya 
sendiri, kemudian saya memutuskan untuk menggarapkan lahan 
ini kepada orang lain. Yang penting lahan itu tetap 
menghasilkan”2 
Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pandoyo 
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dan Bapak Udin bahwa mereka menggarapkan lahannya kepada orang 
lain karena bekerja sebagai karyawan. 
Alasan lain yang disampaikan oleh pemilik kebun adalah karena 
jarak antara rumah dengan lahan perkebunan miliknya terlalu jauh 
sehingga merasa kesulitan untuk menggarap lahannya sendiri. Akan 
tetapi pemilik lahan ingin mendapatkan hasil dari lahan tersebut, 
sehingga menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani lain. 
Seperti yang diungkapkan Bapak Darus: 
“Yang menjadi kendala saya dalam penggarapan kebun kopi ini 
karena umur saya yang sudah tua selain itu jarak antara rumah dan 
kebun itu terlalu jauh sehingga saya merasa kerepotan untuk 
menggarap kebun itu sendiri. Sebab itu saya lebih memilih untuk 
menggarapkan kebun saya itu kepada orang lain agar kebun 
tersebut masih bisa menghasilkan dan saya diberi hasil setiap 
habis panen.”3 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suher: 
“saya menggarapkan kebun saya  kepada orang lain karena saya  
tidak ada kemampuan untuk menggarap kebun saya sendiri 
karena di samping faktor usia dan kesehatan luas kebun saya 
sudah tidak mungkin lagi untuk digarap sendiri, sehingga saya 
lebih memilih menggarapkan kebun saya kepada orang lain untuk 
dikelola. Dalam bagi hasil biasanya ketika usai panen hasil panen 
kopi dijual yang kemudian hasil penjualannya dibagi dua.”4 
Sedangkan motivasi dari sisi pihak penggarap mengadakan 
perjanjian bagi hasil yaitu disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: 
a. Penggarap tidak memiliki lahan perkebunan, walaupun mereka 
mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang 
untuk mereka kelola 
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b. Penggarap memiliki lahan namun lahannya hanya sedikit dan dirasa 
kurang untuk kesejahteraan hidupnya. 
Sebagaimana keterangan dari Bapak Narso dan Bapak Mukhtar 
selaku penggarap lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan: 
”saya bekerja sebagai penggarap lahan di sini untuk membantu 
para pemilik lahan yang tidak sempat merawat lahannya dan juga 
sebagai penghasilan utama untuk saya karena saya tidak memiliki 
lahan perkebunan kopi. Dari sini saya sangat terbantu yang 
tadinya saya kerja serabutan sekarang punya pekerjaan pokok.”5 
Alasan lain yang disampaikan oleh penggarap kebun adalah 
karena lahan yang dimiliki hanya sedikit dan dirasa kurang untuk 
kesejahteraan hidupnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Ali: 
“Saya menggarap lahan orang lain karena lahan yang saya punya 
sangat tidak terlalu luas dan saya tidak ada ketrampilan lain selain 
bertani, sehingga untuk mencukupi kehidupan saya hanya 
mengandalkan hasil tani dari kerjasama menggarap lahan orang 
lain.”6 
Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suroto dan 
Bapak Amin bahwa mereka menggarap lahan orang lain dengan alasan 




Jika melihat faktor di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa, 
alasan-alasan tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama 
dengan sistem musa>qah. Di sisi lain dengan adanya akad ini kedua 
belah pihak bisa saling mendapatkan keuntungan dan mendapatkan 
                                                          
5
 Wawancara dengan Bapak Narso selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada tanggal 
22 September 2019 pukul 09:00 WIB. 
6
 Wawancara dengan Bapak Ali selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada tanggal 23 
September 2019 pukul 09:00 WIB. 
7
 Wawancara dengan Bapak Ali selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada tanggal 23 




pendapatan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka.  
2. Mekanisme Akad Musa>qah. 
Sebelum melakukan akad khususnya dalam hal ini petani, antara 
pemilik kebun dan pengelola/penggarap biasanya melakukan pertemuan. 
Pertemuan itu hanya bersifat non-formal yang bisanya dilakukan saat 
mereka bertemu di kebun, di rumah maupun di suatu tempat-tempat 
tertentu. 
Alasannya adalah karena sudah dilakukan secara turun 
menurun dan saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga 
dalam melakukan akad mereka tidak memilih secara formal, 
melainkan cukup dengan bertemu dan kemudian salah satu pihak 
menawarkan kerjasama untuk mengelola kebun kopi mulai dari pihak 
pemilik kebun ataupun dari pihak pengelola, dan apabila kedua belah 
pihak tersebut telah bersepakat maka terjalinlah kerjasama di antara 
keduanya.  
Masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan ini 
telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak 
yang bersangkutan, apabila terjadi perselisihan atau persengketaan 
dalam masalah akad, masyarakat Desa Waysuluh meyelesaikannya 
dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan 
aparat desa.  
Sebagaimana keterangan dari Bapak Darus selaku pemilik 
lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan: 
“Saya datang ke rumah Bapak Amin dan menawarkan lahan 




selama 4 kali panen. Kemudian Bapak Amin menerima untuk 
menggarap lahan tersebut semampunya. Setelah itu menentukan 
bagi hasilnya yaitu dibagi dua dari semua hasil panen, yang 
dilakukan setiap selesai panen.”8 
 
Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Pandoyo ketika 
diwawancarai, beliau mengatakan: 
“Saya menawarkan kebun saya untuk dikelola kepada Bapak 
Mukhtar sewaktu saya pulang kerja, saya menawarkan 
pengarapannya selama 3 musim yang kemudian Bapak Muktar 
menerima tawaran saya untuk menggarapnya”9 
 
Dari keterangan narasumber di atas, akad yang digunakan dalam 
praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi antara pemilik 
lahan dengan penggarap adalah kerjasama Musa>qah. Hal ini karena 
pemilik lahan menyerahkan lahan perkebunannya kepada penggarap 
untuk dikelola dan dirawat supaya memberikan hasil yang maksimal.  
Sebagaimana Saleh al-Fauzan menjelaskan bahwa musa>qah  
merupakan sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani 
penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga  
memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang  
dihasilkan  pihak  kedua berupa  buah  adalah  merupakan  hak  bersama  




3. Mekanisme Pelaksanaan Musa >qah Dalam Pengelolaan Perkebunan Kopi 
Dalam proses kerjasama yang dilakukan masyarakat, dimulai 
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 Wawancara dengan Bapak Darus salah satu pemilik lahan pertanian pada tanggal 21 
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 Wawancara dengan Bapak Pandoyo salah satu pemilik lahan pertanian di Desa Waysuluh, 
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dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola, Kemudian 
pengelola melakukan pekerjaan yang mencakup beberapa jenis pekerjaan 
seperti:  
a. Membersihkan lahan dari hama dengan cara penyemprotan pada 
batang kopi 
b. Membersihkan rumput yang berada di lahan perkebunan kopi 
c. Memberikan pupuk pada setiap batang kopi 
d. Membersihkaan tunas-tunas muda yang berada dibatang kopi 
e. Membersihkan ranting kopi yang kering. 
Sebagaimana keterangan dari Bapak Suroto selaku penggarap 
lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan: 
“Pekerjaan yang saya lakukan dalam pengelolaan kebun kopi 
sama dengan orang-orang yang biasa mengelola kebun kopi 
seperti menyemprot hama yang ada di batang kopi, memupuk, 
membersihkan rumput dan merawat batang kopi”.11 
Namun dalam prakteknya di sini penggarap tidak hanya 
melakukan tugas-tugas di atas, melaikan dari pihak penggarap 
menambahkan tanaman lain yang sebelumnya di dalam akad tidak 
disebutkan. Dengan alasan karena lamanya masa panen kopi yaitu dalam 
waktu 8 bulan sekali para petani penggarap kebingungan untuk mencari 
pemasukan harian mereka sehingga pihak penggarap mencari solusi 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan menambahkan 
tanaman yang meberikan hasil tanpa harus menunggu selam 8 bulan. 
Tanaman-tanaman lain yang ditambahkan di lahan perkebunan 
                                                          
11
 Wawancara dengan Bapak Suroto selaku penggarap lahan di Desa Waysuluh, pada 




kopi seperti: pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran. Hasil dari 
tanaman-tanaman tersebut kemudian oleh pihak penggarap dikonsumsi 
sendiri dan kadang-kadang dibagikan kepada pemilik kebun, selebihnya 
dijual dan dari hasil penjualan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari 
oleh pihak penggarap tanpa harus membagikannya kepada pemilik 
kebun. 
Menurut pemilik lahan praktek yang dilakukan oleh penggarap itu 
dibolehkan karena pihak pemilik mengetahui kondisi ekonomi penggarap 
ketika musim panen masih lama dan pemilik lahan rela serta ikhlas 
sebagai tanda terima kasih kepada penggarap atas kerjanya mengolah 
lahan miliknya. Selain itu tanaman-tanaman yang ditambahkan tidak 
mengganggu tanaman kopi, melainkan dipercaya dapat memberikan 
dampak yang baik terhadap tanaman kopi.
12
 
Dari hasil wawancara, kiranya agar lebih mudah untuk 
mengetahui praktik musa>qah di Desa Waysuluh, maka penulis akan 
merangkum data yang penulis dapatkan dari pihak pemilik lahan dan 
pihak penggarap dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut: 
No Pemilik Penggarap Luas tanah Keterangan 
1 Udin Narso 2,5 Ha 3 kali panen 
2 Pandoyo Mukhtar 1,5 Ha 3 kali panen 
3 Sutar Ali 2 Ha 5 kali panen 
4 Suher Suroto 2 Ha 5 kali panen 
5 Darus Amin 2 Ha 4 kali panen 
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C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Musaqah dalam Pengelolaan 
Perkebunan Kopi di Desa Waysuluh kec. Suoh Kab. Lampung Barat. 
Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai 
mekanisme praktik kerjasama atau dalam Islam lebih dikenal dengan akad 
musa>qah yang berlaku di Desa Waysuluh. 
Pemahaman mengenai sistem kerjasama musa>qah yang berlaku di 
Desa Waysuluh ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas 
inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu 
pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan 
mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak. 
Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 
pengetahuan masyarakat terhadap akad musa>qah dalam konsep Islam 
sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat Desa Waysuluh, istilah 
musa>qah masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih 
mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan 
penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad 
musa>qah ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama yang 
mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda. 
Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Waysuluh ini memiliki 
cara yang hampir sama dengan musa>qah pada umumnya, yaitu para pihak 
bersepakat untuk kerjasama bagi hasil. Pihak pengelola sendiri selanjutnya 
akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera 
digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal 




terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep musa>qah  di dalam Islam. 
Dalam konsep musa>qah yang diajarkan Islam, juga tidak  
diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka 
hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati 
memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, 
misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh 
menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi 
kepada pengelola. 
Namun jika dipahami lebih lanjut, penerapan konsep musa>qah yang 
berlaku di masyarakat Desa Waysuluh ini terdapat ketidaksesuaian antara 
apa yang diakakan dengan apa yang dipraktekkan di mana pihak penggarap 
menambahkan tanaman lain untuk mendapatkan hasil di luar tanaman 
pokok, yang pada dasarnya tidak ada di dalam konsep musa>qah  yang 
diajarakan Islam. 
Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerjasama seperti yang 
dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut adalah kebiasan yang umum 
dilakukan dan sudah terjadi secara terus-menerus oleh masyarakat Desa 
Waysuluh. Di samping itu masyarakat percaya bahwa hal tersebut bukanlah 
hal yang buruk untuk dilakukan.
13
 
Di samping kebiasaan yang terjadi, dari pemilik lahanpun 
beranggapan bahwa hal yang demikian itu adalah sesuatu yang baik selama 
tidak merugikan salah satu pihak seperti: 
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1. Tanaman tambahan yang bisa mempengaruhi hasil panen, sehingga buah 
yang dihasilkan tidak maksimal 
2. Tanaman tambahan yang bisa mengganggu tanaman pokok dalam proses 
perawatan 
3. Tanaman tambahan yang bisa memberikan hasil yang lebih besar dari 
tanaman pokok. 
Namun apabila terjadi hal-hal yang demikian maka perjanjian dalam 
akad musa>qah akan menjadi fasakh (rusak). Dari hal inilah yang menjadi 
tolak ukur masyarakat  Desa Waysuluh untuk melakukan kerjasama 
musa>qah dengan tujuan saling tolong-menolong dan bukan untuk 
mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut dengan cara yang batil 
Agama Islam sendiri menganjurkan kepada penganutnya untuk 
senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan sekaligus larangan untuk 
melakukan perbuatan yang batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 
Maidah ayat 2 dan QS. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi: 
لٱ ىَلَع ْاُونَواَع َتَو رِب   ىَوقَّتلٱَو  ۖ  ْاُونَواَع َتَلََو ىَلَع  ِلٱ ِث  ِن  َودُعلٱَو  ۖ  َّللٱ ْاوُقَّ تٱَو َو  ۖ  َّنِإ  َوَّللٱ  ُديِدَش 
 ِعلٱ ِباَق  
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: ayat 2). 
 ِلِطاَبْلِاب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُك َْأت َلَ اوُنَمآ َنْيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil.”14  
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Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa 
sesama kaum muslimin kita sangat dianjurkan untuk saling tolong-
menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sedangkan tolong-menolong 
dalam hal berbuat dosa dan kemungkaran dilarang oleh agama Islam. 
Tolong-menolong dalam hal kebaikan mencakup banyak aspek terkhusus 
dalam hal ini termasuk dalam bidang pertanian yakni tolong-menolong 
dalam kerja sama antara petani penggarap dan petani pemilik modal untuk 
mendapatkan keuntungan bersama-sama nantinya setelah panen. 
Selain ayat di atas terdapat kaidah fiqhiyyah yang mengatur perilaku 
manusia dalam kehidupannya karena kebiasaan atau tradisi yang dikenal 
luas di lingkungannya, yaitu: 
  ةَمَّكَُمُ ُةَداَعلا 
“Adat kebiasaan dapa dijadikan hukum” 
Kaidah ini dapat dijadikan pertimbangan diperbolehkannya akad 
musa>qah yang terjadi di Desa Waysuluh. Dengan syarat kebiasaan yang 
terjadi di Desa Waysuluh tidak bertentangan dengat syari’at. Selain itu 
kaidah ini juga diperjelas dengan  adanya kaidah cabang dan hadist berikut: 
 ِإ ْس ِت ْع َم ُلا  َّنلا ِسا  ُح َج  ة  َِي ُب  َعلا َم ُل  َِبا  
“Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan 
hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”15 
 ًنَسَح ِللها َدْنِع َوُه َف اًنَسَح َنْوُمِلْسُمْلا ُهاَءَر اَم َو ريَس ِللها َدْنِع وُه َف اًئريَس َنْوُمِلْسُمْلا ُهاَءَر اَم  ء  
“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula 
di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh Orang Islam 
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maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang 
buruk”.16  
Dengan demikian akad musa>qah yang terdapat dalam kerjasama 
pengolahan lahan perkebunan kopi di Desa Waysuluh Menurut penulis dari 
pemahaman teori di atas, bahwa pengolahan lahan yang dilakukan oleh 
warga Desa Waysuluh tergolong musa>qah yang sah. Karena dalam 
kerjasama pengolahan lahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat 
musa>qah. Selain itu, kerjasama pengolahan lahan tersebut telah memenuhi 
prinsip-prinsip musa>qah sesuai dengan syari’at Islam karena pada dasarnya 
segala bentuk muamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarang dan 
juga dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan 
menghindar dari hal-hal madharat dalam hidup masyarakat. 
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A. Kesimpulan  
Dari penelitian tentang kerjasama pengolahan lahan perkebunan 
kopi dengan sistem musa>qah di Desa Waysuluh kecamatan Suoh 
Kabupaten lampung Barat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pada praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan 
sistem musa>qah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh 
dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan 
penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap 
untuk dikelola dengan kesepakatan hasil dari pengolahan lahan 
tersebut dibagi dua. Sedangkan patokan dari bagi hasil tersebut adalah 
hasil dari tanaman pokok sedangkan tanaman tambahan seperti 
tanaman pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran tidak 
termasuk dalam pembagian hasil. Menurut masyarakat setempat akad 
kerjasama pengolahan lahan perkebunan tersebut sah dan dibolehkan 
selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan 
dan penggarap lahan. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengolahan lahan 
perkebunan kopi dengan sistem musa>qah yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Waysuluh tersebut sah sesuai dengan hukum 
ekonomi syari’ah karena kerjasama pengolahan lahan pertanian telah 




kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dilakukan secara lisan 
akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama yaitu melakukan akad 
musa>qah. Selain itu, kerjasama pengolahan lahan pertanian juga sesuai 
dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena akad tersebut dilakukan 
secara suka rela tanpa ada unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi 
kedua belah pihak sehingga akad tersebut tetap sah. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau maasukan untuk objek 
penelitian, dalam hal ini masyarakat Desa Waysuluh: 
1. Sebaiknya masyarakat Desa Waysuluh menggunakan akad tertulis 
dalam melakukan akad musa>qah supaya memiliki kekuatan hukum 
dalam perjanjian. 
2. Masyarakat juga seharusnya memperhatikan aspek hukum Islam 
dalam melaksanakan akad musaqah agar terhindar dari perbuatan 
yang merugikan orang lain, berbuat z}alim, serta menimbulkan riba 
yang telah dilarang dalam hukum Islam. 
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